PERATURAN BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN
KEPADAPIMPINAN DAN ANGGOTADPRD

KABUPATENBOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANGMONGONDOW TIMU~

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan,Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD telah mengatur bahwa dalam hal Pemerintah Daerah
be/um dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas
Anggota DPRD kepada bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian
Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Bolaang Mongondownmur;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4286);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan

Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Rl Tahun
2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia

Nomor 4310);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan LembaranNegaraRI Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 102,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4875);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4712);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis
dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang PedomanPengelolaanKeuanganDaerah;

Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor |
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2011
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Timur;

MEMIJTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BOLMNG MONGONDOW TIMUR TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGANPERUMAHAN KEPADA PIMPINANDAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BOLMNG MONGONDOWIIMUR TAHUN ANGGARAN
2012.

BAB |
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inl yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupatiadalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.




3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Boiaang Mongondow
Timur.

5. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow 11mur yang
diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah J
janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan dalam bentuk uang yang disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
Rumah Jabatan Pimpman atau Rumah Dinas Anggota DPRD.

BAB Il
BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD.

(2)Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dberikan dalam bentuk
uang dan dibayarkan setiap bulan yang besarannya diatur sebagai berikut :

a. Ket ua Rp.  8.000.000,-

b. Wakil Ketua Rp. 7.000.000,-

¢. Anggota Rp.  6.000.000,-
Pasal 3

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 peraturan ini difaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
Biaya dan atau pengeluaran Tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

dbebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow 11mur melalui Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRO Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

BAB 1II
KITTNTUAN PENUTUP

Pasa! 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setlap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
inl dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongon™--- ****

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal o - cryo- 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



